SALINAN

BGR

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA S{CTEM
PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEXM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RCZOR TAHUN
2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAP'TFPATEN BOGOR,

Menimbang a. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona
Integritas menu;1 Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Piroirasi Bersih dan Melayani (WBBM) di
Lingkurgan Momisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor
perlu menyediakan layanan Pengaduan Masyarakat
Whistleoclowing System yang bertujuan sebagai
nenguatan pengawasan pelayanan pengaduan
masyarakat;

h. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personil,
perlu dilakukan penyesuaian susunan keanggotaan Tim
Pengelola WBS;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor
tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Penanganan
Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2026;
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun: 72006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (Leinbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 wcmor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Inconesia Nomor 4635)
sebagaimana telah diukch dengan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2014 teriang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 13 Tauhun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban (Leiabaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara
Republik Iidoinesia Nomor 5602);

Undang-Uaraang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undanz Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum menjadi Undang-Undang (Lemoncran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nom.or 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negare. Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 6897);

Peraturan Pemerintab Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembarar: Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indones‘a No:nor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
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2.

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesi Tahun 2021 Nomor 1571)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bii1nkrasi Bersih
dan Melayani di Instansi Pemerintah (berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Ncmor 444);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi remiihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provins?. dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 220) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakirir acngan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 2 1Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peratiiray komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 terdteng Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemihhan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabhupsten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan, Organisasi dan
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
826);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 172);

14. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelcngeara Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor = Takun 2017 tentang
Kode Etik dan Pedoman FPcrucku Penyelenggara
Pemilihan Umum (Berita Nepara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1338):

15. Keputusan Sekretaris Jenvizral Komisi Pemilihan Umum
Nomor 422 Tahun 2?2045 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan [Iejabat Manajerial di Lingkungan
Sekretariat Konusi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

Tahun 20206.

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KASUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN KOMISI

NL\AATT TITANRN TTRAATTAA J
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026.

Mengubah susunan keanggotaan  Tim Pengelola
Whistleblowing System (WBS) sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

Masa kerja Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan
(Whistleblowing System) di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bogor Tahun 2026 sebagaimana
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dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan Bulan
Desember 2026.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2026 tentang
Pembentukan Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan
(Whistleblowing System) Di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bogor Tahun 2026 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibincng
pada tanggal 04 Me: 20,26

KETUA KOMJSI PEMILIHAN UMUM
ZABUPATEN BOGOR,

ttd,

MUHAMMAD ADI KURNIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

KEPALA SUB BAGIAN TEKN1S
PENYELENGGARA PEMILU AN HUKUM

o0

EMILIA KURNIASARI, SE
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A. TIMPEMBINA

SISTEM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
22 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 6 TAHUN
2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA SISTEM PENANGANAN
PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026.

PENANGANAN PENGADUAN

(WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN KOMISU PeiAILIHAN
UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

JABATAN DALAM N JABATAN DALAM

NO. shAkse INSTANSI | TIM
1 | Muhammad Adi Kurnia Ketua KPU Ketua Pembina
2 | Adi Saputro Anggota KPU Pembina
3 | Aprian Wahyudi Anggota KPU Pembina
4 | Asep Saepul Hidayat Anggota Kr'J Pembina
S | Ricky Sitepu Anggote KPJ Pembina
6 | Hangga Pramaditya I?thf;i;ilgéor Pembina

B. TIM TEKNIS SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING
SYSTEM) DI LINGKUNGAR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BOGOR TAHUN 2025

NO.

NAMA

JABATAN DALAM
TIM

JABATAN DALAM
INSTANSI

Pipiet Nurpitawaty

Kasubbag Sosial
Partisipasi Hubungan
Masyarakat dan
Sumber Daya Manusia

Ketua

Emilia Kurniasari

Kasubbag Teknis
Penyelenggara Pemilu
dan Hukum

Sekretaris

Gumilar Darmadi

Kasubbag Keuangan

Umum dan Logistik ROt

Regia Rahmania

Kasubbag
Perencanaan, Data dan
Informasi

Anggota

Aulifia Shalsa Azzahra

Penata Kelola

Pemilihan Umum Anggota

Abilowo Pratama

Penyusunan Peraturan
Perundang-Undangan

Anggota
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NO.

NAMA

JABATAN DALAM
INSTANSI

JABATAN DALAM
TIM

Khafifah Zulva

Penyusunan Peraturan
Perundang-Undangan

Anggota

Lina Oktaviana

Penelaah Teknis
Kebijakan

Anggota

Jajang Nurdiansyah

Penata Kelola
Pemilihan Umum Ahli
Pertama

Anggota

10

Nyai Euis Susilawati

Penata Kelola Sistem
dan Teknologi
Informasi

Anggota

11

Mega Ternowati

Penata Kelola Sistem
dan Teknologi
Informasi

Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA KOMISI PEMILIBAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

MITHAMMAD ADI KURNIA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS

PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

> EMILIA KURNIASARI, &
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